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DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SPIP

“Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang memberikan

pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah

diselenggarakan berdasarkan Sistem

Pengendalian Intern yang memadai dan 

akuntansi keuangan telah diselenggarakan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP)”

“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, 

Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan 

menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di 

lingkungan pemerintah secara

menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.”

Pasal 55 ayat (4) Pasal 58 ayat (1) dan (2)

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP)
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DEFINISI & VISUALISASI SPIP

Definisi SPIP*:

❑ Proses yang integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus

❑ Oleh pimpinan dan seluruh pegawai

❑ Untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan

organisasi

❑ Melalui:

▪ kegiatan yang efektif dan efisien,

▪ keandalan pelaporan keuangan,

▪ pengamanan aset negara, dan

▪ ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan

*PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP

UNSUR

Pimpinan instansi

pemerintah bertanggung

jawab untuk memastikan

bahwa kelima unsur SPIP 

telah menyatu dan  menjadi

bagian integral dari kegiatan

instansi pemerintah. 

LINGKUP PENERAPAN

SPIP diterapkan di seluruh

instansi pemerintah baik pada 

level entitas maupun level 

aktivitas.

TUJUAN

Memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan instansi pemerintah.

Visualisasi SPIP
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PARADIGMA PENERAPAN SPIP

PRESIDEN/MENTERI/PIMPINAN 
LEMBAGA/KEPALA DAERAH

“Process owner”

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, 

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan 

bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan

berpedoman pada SPIP.

UU 1/2004 Pasal 58
& PP 60/2008 Pasal 2

APIP melakukan pengawasan intern untuk
memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP.

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
“Assurance” dan “Consulting”

PP 60/2008 Pasal 47 ayat 2
& Pasal 48
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KEWAJIBAN PIMPINAN INSTANSI

 menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang 

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem

Pengendalian Intern (pasal 4)

 melakukan penilaian risiko (pasal 13)

 menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, 

kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi (pasal 18)

 mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi

dalam bentuk dan waktu yang tepat (pasal 41)

 melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern (pasal 43)
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KEMENTERIAN KEUANGAN
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PRINSIP PENERAPAN SPIP KEMENKEU

Mendukung pencapaian tujuan organisasi

Sistematis, terukur, dan tepat waktu

Merupakan bagian yang  tidak terpisahkan dari proses 

organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam 

perencanaan strategis

Mempertimbangkan keseimbangan biaya dan manfaat

Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan
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UNSUR SPIP I : LINGKUNGAN PENGENDALIAN

▪ Penetapan SKJ Eselon II, III, IV, dan 

Fungsional

▪ Pelaksanaan Assessment Center

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

▪ Pemberian Perhargaan bagi PNS di 

Kemenkeu

▪ Sistem pengukuran kinerja individu

▪ Aplikasi Human Resource Information 

System

▪ Implementasi kebijakan tentang

manajemen pengembangan SDM (PMK-

216/PMK.01/2018)

KEBIJAKAN PEMBINAAN SDM

▪ Penetapan dan Internalisasi Kode Etik dan

Kode Perilaku PNS Kemenkeu.

▪ Saluran Pengaduan (Aplikasi WISE).

PENEGAKAN INTEGRITAS
DAN NILAI ETIKA

▪ Tata Kelola Pengawasan Intern 

▪ Aplikasi Teammate

▪ Program penjaminan kualitas dan 

pengembangan melalui telaah sejawat

(internal dan eksternal)

PERWUJUDAN PERAN APIP
YANG EFEKTIF 

▪ Pengelolaan Kinerja di Kemenkeu

▪ Aplikasi Manajemen Kinerja

(e-Performance)

KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
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UNSUR SPIP II : PENILAIAN RISIKO (1)

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

1. Komitmen pimpinan

2. Komunikasi yang berkelanjutan

3. Penghargaan

4. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam

proses bisnis

Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

1. Unit Pemilik Risiko

2. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko

3. Inspektorat Jenderal

Penerapan Kerangka Kerja Manajemen

Risiko

1. Perumusan sistem manajemen risiko

2. Proses manajemen risiko

3. Monitoring dan evaluasi

KMK Nomor
577 Tahun 2019
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UNSUR SPIP II : PENILAIAN RISIKO (2)

1. Kebijakan manajemen risiko di Kemenkeu pertama kali dimulai pada tahun 2009 melalui

PMK-191/PMK.09/2009 dan telah mengalami 3 kali perubahan.

2. Terdapat e-learning & pelatihan terkait manajamen risiko yang diselenggarakan oleh BPPK.

3. Itjen turut melakukan kegiatan konsultasi melalui sosialisasi maupun workshop.

4. Dilakukan penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (TKPMR) baik secara

mandiri oleh unit eselon I maupun oleh Itjen secara berkala.

5. Telah dilakukan audit manajemen risiko di tingkat Kementerian.

Inisiatif terkait Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan
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UNSUR SPIP III : KEGIATAN PENGENDALIAN

REVIU KINERJA

▪ Kontrak Kinerja
(K-Wide s.d. K-Five)

▪ Validasi capaian Nilai Kinerja 
Organisasi

PEMISAHAN FUNGSI

Evaluasi atas pelaksanaan pemisahan 
tugas

AKUNTABILITAS

Pertanggungjawaban atas sumber 
daya dan catatan

PEMBINAAN SDM

Evaluasi atas kinerja pegawai secara 
berkala (360⁰)

DOKUMENTASI SPI

Kertas Kerja Pemantauan Pengendalian 
Utama (Daftar Uji Pengendalian Utama)

PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI

Implementasi kebijakan sistem 
manajamen keamanan informasi (KMK-

695/KMK.01/2017)
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UNSUR SPIP IV : INFORMASI & KOMUNIKASI

Informasi yang Relevan

Optimalisasi penggunaan menu Informasi 

Publik pada website resmi Kemenkeu

Optimalisasi Sistem pengaduan melalui 

whistleblowing system Kemenkeu (WISE)

Sosialisasi kebijakan manajemen risiko & 

register risiko kepada seluruh pegawai di setiap 

tingkatan

Komunikasi yang Efektif

Optimalisasi penggunaan media sosial resmi 

Kemenkeu di berbagai platform (facebook, 

twitter, Instagram, tiktok, youtube) sebagai 

media penyampaian informasi kepada 

masyarakat

Survey kepuasan pengguna layanan di satker-

satker pelayanan
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UNSUR SPIP V : PEMANTAUAN

❑ Melekat dalam aktivitas operasi normal

❑ Meliputi aktivitas pengelolaan & pengawasan rutin

❑ Dilaksanakan oleh pemilik pengendalian dalam rangka pelaksanaan

tugasnya

Pemantauan Berkelanjutan

Evaluasi Terpisah

01

02

❑ Merupakan penilaian mutu kinerja pengendalian intern dengan ruang

lingkup & frekuensi tertentu

❑ Didasarkan atas penilaian risiko & efektivitas pemantauan

berkelanjutan

❑ Dilaksanakan oleh ITJEN (3rd line), atau oleh UKI (2nd line) secara rutin

❑ UKI bertanggung jawab mengawasi proses atau memantau operasi

pengendalian tertentu



IMPLEMENTASI THREE LINES MODEL 
DAN PENGUATAN UNIT KEPATUHAN 

INTERNAL (UKI)
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THREE LINES MODEL
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UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)

UNIT E-1

UNIT E-2 UNIT E-2UNIT E-2 UKI

STRUKTUR UKI

PADA UNIT E-1 TANPA UNIT VERTIKAL

Kantor Pusat / 

E1

Kantor Wilayah / 

E2

UPT & NON 

ESELON

Kantor Pelayanan / 

E3

UKI-I

UKI-II

UKI-III

UKI-II

STRUKTUR UKI

PADA UNIT E-1 DENGAN UNIT VERTIKAL

UKI merupakan unit pada masing-masing Eselon I yang ditunjuk atau memiliki tugas untuk 

membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern.
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TUGAS UKI

Desain Awal

❑ Pemantauan pengendalian intern 

(tingkat entitas dan tingkat aktivitas)

❑ Pemantauan kode etik

❑ Pemantauan tindak lanjut hasil

pengawasan (internal dan ekternal)

Perkembangan

❑ Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS)

❑ Penyusunan Profil Pegawai

❑ Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

(PIPK/ICOFR)

❑ Pemantauan tindak lanjut temuan Itjen, BPKP dan BPK, 

serta pendampingan terhadap klien pengawasan

❑ Monitoring Gratifikasi

❑ Menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan WISE 

(whistle blowing system)

❑ Penilaian WBK WBBM

❑ Pemantauan Manajemen Risiko

❑ Asesor Penilaian Mandiri Penilaian Maturitas SPIP 

Terintegrasi
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TIMELINE PERKEMBANGAN UKI

Arahan Menteri Keuangan

(Agus Martowardojo) untuk

membentuk Lini Pertahanan

Ke-2 

Pelaksanaan pemantauan

pengendalian intern secara ad-hoc

(KMK-152/KMK.09/2011)

Pembentukan UKI dan Penetapan

Kerangka Kerja serta Pedoman

Pemantauan

(KMK-32/KMK.09/2013)

Perubahan Pedoman Pemantauan

(Penambahan tugas Pemantauan Kode

Etik dan Pemantauan pengendalian TIK)

(KMK-940/KMK.09/2017)

Upaya Penguatan dan 

Penegakan Integritas

(Penambahan tugas FRS dan 

Profil Pegawai)

2009 2011 2013 2017 2019 2021

Perubahan Pedoman Pemantauan

(Pemisahan Kerangka Penerapan SPIP 

& Pedoman Pemantauan SPIP)

(KMK-322/KMK.09/2021 & KMK-

477/KMK.09/2021)



PENILAIAN MATURITAS SPIP 
TERINTEGRASI PADA KEMENTERIAN 

KEUANGAN
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OVERVIEW MATURITAS SPIP KEMENKEU

GAMBARAN UMUM

❑ Merupakan penilaian yang digagas oleh 
BPKP selaku Pembina SPIP

❑ Mekanisme penilaian melalui 3 tahapan
yaitu penilaian mandiri, penjaminan kualitas

oleh Itjen, dan evaluasi oleh BPKP

TUJUAN

Memberikan keyakinan memadai tentang
penerapan SPIP pada K/L/Pemda dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi melalui 4 tujuan

SPIP

DASAR HUKUM

Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda

PENILAIAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN

❑ Pada tahun 2017, dilakukan penilaian di 
Kementerian Keuangan dan mendapatkan nilai
4,2748 dari skala 5.

❑ Mekanisme penilaian masih menggunakan
peraturan sebelumnya (PerKa BPKP No. 4 Tahun
2016)

❑ Hasil tersebut melebihi target yang ada dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN), yaitu nilai 3 dari skala 5 pada tahun 2019.
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FRAMEWORK PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI

PENCAPAIAN TUJUAN SPIPSTRUKTUR DAN PROSESPENETAPAN TUJUAN

MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK

Penilaian Kualitas Perencanaan

Efektivitas dan Efisiensi

Keandalan Pelaporan Keuangan 

Pengamanan Aset Negara

Ketaatan Terhadap Peraturan 
Perundang-undangan

Sasaran Strategis 
K/L/D

Strategi Pencapaian 
Sasaran Strategis

MANAJEMEN RISIKO INDEKS LEVEL KAPABILITAS APIPIEPK

NILAI MATURITAS SPIP

KEGIATAN 
PENGENDALIAN

PEMANTAUAN

LINGKUNGAN 
PENGENDALIAN

PENILAIAN RISIKO

INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI

Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP

atas dokumen perencanaan 
tahun berjalan

atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan atas kinerja tahun sebelumnya
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FAKTOR KEBERHASILAN DAN TANTANGAN

Faktor Keberhasilan Penilaian Tahun 2017

1. Sinergi dengan UKI di setiap Eselon I selaku

counterpart penilaian. 

2. Memanfaatkan hasil pemantauan pengendalian

intern yang dilakukan oleh UKI terutama terkait

pemantauan di tingkat entitas (EPITE).

3. Sinergi dengan Inspektorat terkait (Inspektorat I 

s.d. VI Kemenkeu) untuk melakukan validasi. 

4. Dokumentasi bukti secara lengkap dan akurat

mencakup kebijakan serta sosialisasi, 

implementasi, dan evaluasi atas kebijakan

tersebut.

Tantangan Penilaian Selanjutnya

1. Adanya perluasan ruang lingkup penilaian yang 

tidak hanya mencakup struktur dan proses SPIP 

(penerapan 5 unsur SPIP) tetapi juga mencakup

penetapan & pencapaian tujuan SPIP.

2. Perluasan lingkup membuat resource yang 

dibutuhkan untuk penilaian cukup besar

3. Hasil penilaian maturitas SPIP akan diperhitungkan

dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi & Penilaian Kapabilitas APIP.

4. Masih adanya kasus korupsi yang dilakukan oknum

pegawai Kementerian Keuangan turut

mempengaruhi hasil penilaian.
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